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Abstrak
 

Perkembangan kegiatan ekonomi global telah berpengaruh terhadap lahirnya berbagai jenis kejahatan baru

di bidang ekonomi. Sebagai instrumen utama dalam penanggulangan kejahatan ekonomi di Indonesia, UU

Drt No. 7 Tahun 1955 sudah tidak relevan dan sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan fungsinya.

Dalam penelitian ini diuraikan pertama, pengaturan tindak pidana ekonomi di Indonesia; kedua, kekhususan

UU Drt No. 7 Tahun 1955 sebagai undang-undang pidana khusus dalam penanggulangan kejahatan

ekonomi; dan ketiga, konsep pengaturan tindak pidana ekonomi yang sebaiknya diterapkan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi

kepustakaan dan dilengkapi dengan data primer berupa hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan:

pertama, pengaturan tindak pidana ekonomi Indonesia tidak terlepas dari pengaruh peninggalan kebijakan

hukum pidana Belanda, yaitu pengaturan dalam arti sempit atau hanya terbatas dari yang terdapat di dalam

UU Drt No. 7 Tahun 1955; kedua, sebagai hukum pidana khusus di luar ketentuan hukum pidana umum,

UU Drt No. 7 Tahun 1955 memiliki kekhususan, baik kekhususan dalam hukum pidana materiil maupun

kekhususan dalam hukum pidana formil; dan ketiga, dalam menghadapi berbagai jenis permasalahan tindak

pidana ekonomi di Indonesia, perlu pengaturan tindak pidana ekonomi yang disesuaikan dengan arah

kebijakan pembangunan hukum pidana Indonesia, yaitu kodifikasi hukum pidana nasional dan menghapus

UU Drt No. 7 Tahun 1955. Dalam penelitian ini diajukan proposal yaitu melakukan peninjauan kembali

terhadap delik-delik ekonomi di luar UU Drt No. 7 Tahun 1955, menyusun kriteria penggunaan sanksi

pidana terhadap kegiatan ekonomi, dan meningkatkan profesional aparat penegak hukum dalam menghadapi

perkembangan kejahatan ekonomi yang semakin canggih.

......The development of global economic activity has influenced the birth of various new types of crime in

the economic field. As the main instrument in overcoming economic crime in Indonesia, Emergency Law

No. 7 of 1955 is no longer relevant and is no longer able to carry out its functions. In this study, first

described, the regulation of economic crime in Indonesia; second, the specificity of Emergency Law No. 7

of 1955 as a special criminal law in dealing with economic crimes; and third, the concept of regulating

economic crimes that should be applied in Indonesia. This research is normative legal research using

secondary data through library research and is equipped with primary data in the form of interviews. The

results of the study show: first, the regulation of Indonesian economic crimes cannot be separated from the

influence of the legacy of the Dutch criminal law policy, which is a regulation in a narrow sense, which is

only limited to what is contained in Emergency Law No. 7 of 1955; second, as a special criminal law outside

the provisions of general criminal law, Emergency Law No. 7 of 1955 has specificity, both in material

criminal law and in formal criminal law; and third, in dealing with various types of economic crime

problems in Indonesia, it is necessary to regulate economic crimes that are adjusted to the direction of the

development policy of Indonesian criminal law, namely the codification of the national criminal law and the
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abolition of Emergency Law No. 7 of 1955. In this study, a proposal was proposed, namely to review the

economic offenses outside of Emergency Law No. 7 of 1955, compiling criteria for the use of criminal

sanctions against economic activities, and improving the professionalism of law enforcement officers in

dealing with the development of increasingly sophisticated economic crimes.


